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SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PIRATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 25 ?AHUN 2021

BELANJA PEIYUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAT$L BUPATI
TAIIUI ANGGARAN 2O2I

DENGAtr RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal B Peraturan
Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah agar dapat
meningkatkan kinerja tugas Bupati dan Wakil Bupati dalam
menyelenggarakan pemerintahan daerah dan mengaspirasi
kebutuhan masyarakat, sehingga dapat menunjang kegiatan
operasional Bupati dan wakil Bupati serta sesuai Nota Dinas
Kepala Bagian Umum Nomor 9OO/272/418.O7/2A21 tanggal 3
Maret 2O2l perihal Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kediri dan Berita Acara

Rapat Nomor 9OO /2861 4L8.OT /2021 tanggal 4 Maret 2A2t
tentang Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati tentang Biaya
Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kabupaten Kediri perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Belanja Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun
Anggaran 2021;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan

mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan

Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1955 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 273Ah
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik
lndonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor

183, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
aa38);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20f5 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undalg Nomor 23 Tahun
2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O

Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2OO7 tentang

Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (l,embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4738);

1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O13 Nomor

103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s4321;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6O41);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tarr,bahan l,embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2O36 )sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2036);
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17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belaaja Daerah Tahun
Anggaran 2O2l (I*mbaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun
2020 Nomor 5);

18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 I Tahun 2O20 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2O21 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2020
Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAJI BtpATI
OPERASIOI{AI BT'PATI
AITGGARAIT 2021.

?ENTANG BELANJA PEIIUNJANG
DAI{ \TAKIL BUPATI TAHUIT

BAB I
KBIEITTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kediri.

5. Bagian Umum adalah Bagran Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kediri.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adatah Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kediri.

7. Belanja Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat
BPO adalah dana yang disediakan bagi Bupati dan Wakil
Bupati setiap tahun untuk menunjang kegiatan operasional
dalam rangka koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial,
perlindungan masyarakat, dan kegiatan lain yang berkaitan
dengan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa yang
dibiayai melalui ApBD.

BAB II
KEDUDUKAN BI'PATI DAX ItrAKIL BT'PATI

Pasal 2
Bupati dan Wakil Bupati adalah pejabat Negara.
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BAB III
KEDT'DT'KAN KEUAITGAN BI'PATI

DAIT WAKIL BUPATI

Pasal 3
Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan
penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.

menenma

Pasal 4
Untuk pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati disediakan:
a. biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan

rumah tangga Bupati dalr Wakil Bupati;
b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan

untuk membeli barang inventaris rumah jabatan Bupati dan
Wakil Bupati;

c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris
dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan
barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh
Bupati dan Wakil Bupati;

d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk
pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau
dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati;

e. biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk
pengobatan, perawatan, rehabilitasi cacat, dan uang duka
bagr Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;

f. biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai
perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati
dan Wakil Bupati;

g. biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian

dinas Bupati dan Wakil Bupati berikut atributnya; dan
h. biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi,

penanggulangan kerawanan sosia-l masyarakat, pengamanan,

dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan

tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 5
Besaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati
ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah
sebagai berikut :



6

a. sampai dengan Rp 5.0O0.O00.000,00 (lima mityar rupiah)
paling rendah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima
juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3%o (tiga perseratus);

b. di atas Rp 5.00O.000.000,00 (lima milyar rupiah) s/d. Rp

10.000.000.0O0,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp

150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling

tinggi sebesar 2"/o (dua perseratus);

c. di atas Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh mityar rupiah) s/d.
Rp 20.000.0O0.000,00 (dua puluh mityar rupiah) paling

rendah Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling
tinggi sebesar 1,5O7o (satu koma lima nol perseratus);

d. di atas Rp 20.O00.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) s/d.
Rp 50.00O.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling
rendah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling

tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan nol perseratus);

e. di atas Rp 50.0O0.00O.0OO,00 (tima puluh milyar rupiah)
s/d. Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar
rupiah) paling rendah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta
rupiah) dan paling tinggi sebesar O,4Ooh (nol koma empat nol
perseratus);

f. di atas Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar
rupiah) paling rendah Rp 600.00O.000,00 (enam ratus juta
rupiah) dan paling tinggi 0,15% (nol koma satu lima
perseratus).

Pasal 6

Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 5 huruf f berdasar realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tahun 2020 sebesar Rp 461.706.650.478,48 (empat ratus enam

puluh satu milyar tujuh ratus enam juta enam ratus lima puluh
ribu empat ratus tujuh puluh delapan koma empat puluh
delapan rupiah) sehingga jumlah BPO sebesar Rp

692.559.975,72 (er.am ratus sembilan puluh dua juta lima
ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh
lima koma tujuh puluh dua rupiah) dibulatkan menjadi Rp

692.559.976,00 (enam ratus sembilan puluh dua juta lima
ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh
enam rupiah) dan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran

2021.
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BAB IV
PEITGAITGGARAN

DAN PERTAITGGUIIGiJAWABAIT BPO

Pasal 7

(l) BPO Bupati dan Wakil Bupati disediakan untuk kebutuhan

I (satu) tahun anggaran.

(2) Besaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diuraikan sebagai berikut :

a. Bupati adalah 73,47o/o dari Biaya penunjang Operasional

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

b. Wakil Bupati adatah 26,530/o dari Biaya penunjang

Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Anggaran biaya penunjang operasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri pada

Anggaran Belanja Operasi melalui Dokumen pelaksanaan

Anggaran Satuan Keq'a Perangkat Daerah (DpA SKPD)

Bagran Umum.

(2) Kuitansi atau tanda terima lainnya adalah sebagai bukti

Surat Pertanggungiawaban (SPJ) yang sah dan berlaku

untuk tanda terima penerimaan uang.

Pasal 9
Pembayaran BPO Bupati dan Wakil Bupati dimulai pada bulan

Januari 2O21.
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BAB V
KEIEITTUAIT PEITUTT'P

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam
Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
padatanggalll-6-2A21

BUPATI KEDIRI,
ttd

I{ANINDHITO HIMAWAIY PRAMANA

Diundangkan di Kediri
padatanggalll-6-2O2L
SEKR TARIS DATRAH KABI'PATTN KEDIRT,

ttd
DEDI SUJAITA

BERITA DAERAH KABUPATEN KTDIRI TATIUIT 2O2I NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

u.b.
Plt. Kepala

Penata Tingkat I
NrP.1966t 125 198903 1 010

SUWONO


